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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana
materiil dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam
perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam pekara
No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj, serta mengetahui
ketentuan hukum yang mengatur tentang sanksi pidana pemerkosaan bagi pelaku
pelaku dewasa dan pelaku anak dalam putusan perkara tersebut. Selain itu, juga
untuk mengetahui perasaan keadilan masyarakat terhadap sanksi pidana yang
diberikan dalam putusan tersebut.
Jenis penelitan ini yaitu penelitian dengan cara yuridis empiris. Adapun
sumber data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yakni
mengolah data primer yang bersumber dari lokasi penelitian yakni di Pengadilan
Negeri Pangkajene
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan Hukum Pidana
materiil dalam Putusan perkara tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku, yakni telah memenuhi syarat pemidanaan olehnya itu, pada
putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dijatuhkan hukuman berupa penjara selama 5
(lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yakni pada pengadilan negeri
pangkajene sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp.
5.000,-(lima ribu rupiah). Dan pada putusan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj
dijatuhkan hukuman berupa penjara selama 10 (sepuluh bulan) dan mengikuti
pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, serta membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,-(dua ribu ruiah).
Implikasi penelitian yaitu: diharapkan kepada Majelis Hakim dalam
membuat suatu putusan agar dapat melihat sisi keadilan bagi korban, terlebih
kepada korban pemerkosaan yang menimbulkan kerugian besar kepadanya, tidak
hanya melihat sisi keadilan bagi pelaku. Dalam putusan
No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj, Hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada
pendekatan Restoratif Justice yang dimana pendekatan ini merupakan suatu
pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan
keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Namun, dalam
hal pemerkosaan yang dialami oleh korban dalam kasus tersebut diatas tidak
menutup kemungkinan bahwa korban sendiri masih belum merasa adil terhadap








A. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia adalah suatu negara Republik yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar 1945 dan Indonesia merupakan Negara Hukum yang 
menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan 
tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak karena anak 
juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia.  
Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan 
dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 
NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara 
yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut 
konsepsi welfare state terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan 
tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 
NKRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. 
Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, 
masyarakat, maupun keluarga. Oleh karena kondisinya secara jasmani dan 
psikologis belum matang, anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat 






Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang 
tidak boleh diabaikan. 
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus 
bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai 
subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa 
depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia 
berarti melindungi potensi sumber daya insani dan pembangunan manusia 
ndonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, 
agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 
negara. Dalam Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak  dikatakan bahwa, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk 
menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup , tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.1 
Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang 
berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan 
perlindungan anak. Untuk itu kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan 
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kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa 
akibat negatif yang tidak di inginkan.2 
Ditengah arus globalisasi yang terus melaju dengan masuknya berbagai 
informasi seperti internet yang bebas tanpa batasan norma-norma kesopanan dan 
gaya hidup dari luar negri yang sebagian besar diterima dalam kehidupan 
masyarakat tanpa memperhatikan kecocokkan dan manfaatnya bagi kehidupan 
sosial masyarakat, dapat menjadi pemicu pelanggaran norma-norma kesusilaan 
dan norma kesopanan, budaya serta kearifan lokal di masyarakat saat ini. 
Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak 
pula pada dunia kejahatan salah satunya yakni kejahatan terhadap kesusilaan yang 
dimana menimbulkan kecemasan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Terutama 
kejahatan-kejahatan yang berbau seksual seperti pemerkosaan, perbuatan cabul 
dan kekerasan seksual. Dalam hal ini yang paling banyak dirugikan adalah anak. 
Akibat hal-hal diatas  anak sebagai individu yang butuh bimbingan dan 
perlindungan yang tepat terutama dari orang tuanya agar mendapatkan pendidkan 
yang baik dan terhindar dari segala bentuk kekerasan yang dapat menghambat 
perkembangannya baik secara mental maupun fisik justru menjadi sasaran 
kekerasan dan pelecehan seksual. tindak pidana perkosaan atau persetubuhan 
terhadap anak termasuk kedalam salah satu masalah hukum yang sangan penting 
untuk dikaji secara mendalam sebagaimana diketahui tindak pidana perkosaan 
merupakan perbuatan yang melanggar norma soasial yaitu kesopanan, agama dan 
kesusilaan. 
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Dalam pasal 9 ayat (1a) Undang-undang Perlindungan anak dikatakan 
bahwa, Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari 
kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 
kependidikan,  sesama peserta didik, dan/ atau pihak lain.3 
Selain itu, dampak besar dari era globalisasi yang terus maju dan 
berkembang tanpa adanya batasan dalam hal tekhnologi, yang secara bebas dapat 
diakses setiap kalangan masyarakat tak terkecuali anak. Hal ini sangat 
mempengaruhi pola berfikir dan perkembangan anak kedepannya. Anak yang 
dapat menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan seksual atau korban dari 
pemerkosaan tidak menutup kemungkinan justru anak yang menjadi pelaku dari 
kejahatan melanggar norma kesusilaan dan kesopanan tersebut. 
Di zaman modern ini, kasus mengenai kekerasan dan pemerkosaan 
terhadap anak maupun pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sudah banyak kita 
jumpai. Sebagai contoh kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang anak 
yang terjadi di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, dan kasus pemerkosaan 
terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Pangkep, 
Sulawesi Selatan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitan terhadap kasus tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis 
Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak oleh Pelaku Dewasa dan 
PelakuAnak(studiputusanNo.6/Pid.B/2017/Pn.pkjdanNo.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.
pkj). 
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B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dan pertimbangan Hakim dalam memutus 
perkara tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak dalam putusan perkara 
No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan Perkara No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj ? 
2. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang Sanksi pemerkosaan bagi pelaku 
dewasa dan pelaku anak ? 
3. Bagaimana perasaan keadilan masyarakat mengenai Sanksi yang diberikan 
terhadap pelaku pemerkosaan dalam putusan perkara No.6/Pid.B/2017/PN.PKJ 
dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PKJ ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Tinjauan 
Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku 
Dewasa dan Pelaku Anak (Studi Putusan No.6/Pid.b/2017/Pn.Pkj dan 
No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj) Mengacupada putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj 
dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj. 
Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 
1. Tindak Pidana 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPid) tidak diberikan 
defenisi terhadap istilah tindak pidana atau strafbaar feit.Karenanya, para penulis 
hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk 





Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindakan pidana dirumuskan 
dalam undang-undang, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang 
selanjutnya akan disebut KUHPid. Sebagai contoh, pasal 338 KUHPid 
menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun”; dimana di dalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu 
perbuatan merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan sengaja oleh 
pelakunya.4 
2. Pemerkosaan 
Perkosaan (verkrachting) merupakan salah satu delik yang berkenaan 
dengan kehormatan kesusilaan. Menurut Pasal 285 KUHPid, barangsiapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan 
dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.5 
Adapun pemerkosaan menurut pasal 287 KUHPid, yaitu tindakan 
mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang 
belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi, yang 
dalam rumusan aslinya dalam Pasal 287 ayat 1 dikatakan bahwa barangsiapa 
bersetubuh dengan seorang wanita diluar Perkawinan , padahal diketahuinya atau 
sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau 
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umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin diancam dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.6 
D. Kajian Pustaka 
Sebagai kajian dan sumber pengamatan Literatur dalam penulisan Skripsi 
tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap anak 
oleh pelaku dewasa dan pelaku anak dalam putusan NO.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan 
No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj, ada beberapa dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang relevan yang akan diteliti dan berhubungan dengan 
penelitian penulis, diantaranya: 
1. Skripsi Muhammad Anta Yasin yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS 
TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ANAK (Studi Kasus 
Putusan Nomor 36/Pid.B/2013/PN.LBT)”. Skripsi ini membahas tentang 
Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana pemerkosaan terhadap anak dalam perkara pidana 
No.36/Pid.B/2013/PN.LBT serta Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pemerkosaan terhadap anak  dalam perkara 
No.36/Pid.B/2013/PN.LBT. Secara spesifik skripsi ini berbeda dengan 
penilitian yang dilakukan oleh penulis karena penilitian yang dilakukan oleh 
penulis terfokus pada masalah bagaimana pertimbangan Hakim dalam 
memutus perkara dan pertimbangan perbedaan putusan oleh Hakim dalam 
perkara. 
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2. Skripsi Retno Annisa yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 
TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERSETUBUHAN OLEH ORANG TUA 
TERHADAP ANAKNYA (Studi Kasus Putusan Nomor 
1459/Pid.B/2013/PN.MKS). Skripsi ini membahas tentang penerapan Hukum 
Pidana Materiil pemaksaan terhadap tindak pidana persetubuhan oleh orang tua 
terhadap anaknya dan pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh 
orang tua terhadap anaknya. 
3. Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya PELAJARAN HUKUM PIDANA 
BAGIAN 1. Dalam buku ini membahas tentang pengertian tindak pidana ,jenis 
tindak pidana, subjek dan objek tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. 
Namun dalam buku ini tidak membahas tentang tindak pidana Pemerkosaan 
yang masuk dalam kategori Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan. 
4. Nashriana, S.H.,M.Hum. dalam bukunya PERLINDUNGAN HUKUM 
PIDANA BAGI ANAK DI INDONESIA. Dalam buku ini membahas tentang 
pengertian anak, konsep anak nakal, serta perlindungan hukum terhadap anak. 
5. Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. Dalam bukunya DELIK-
DELIK KHUSUS KEJAHATAN MELANGGAR NORMA KESUSILAAN 
DAN NORMA KEPATUTAN. Dalam buku ini terdapat pembahasan tentang 
delik pemerkosaan dimana membahas pengertian pemerkosaan secara jelas dan 
unsur-unsur pemerkosaan itu sendiri. Namun, dalam buku ini tidak secara 





kejahatan atau pelanggaran norma kesusilaan lainnya, sehingga tidak terdapat 
jenis dan karakteristik dari tindak pidana pemerkosaan. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan sehingga tujuannya sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana materiil serta bagaimana 
pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemerkosaan 
dalam putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj.  
2. Untuk mengetahui ketentuan Hukum yang mengatur tentang sanksi 
pemerkosaan bagi pelaku dewasa dan pelaku anak. 
3. Untuk mengetahui perasaan keadilan masyarakat terhadap sanksi yang 
dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan daam perkara No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj 
dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj. 
Manfaat dari penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu: 
1. Manfaat Praktis 
a. Dapat memberikan informasi maupun sarana bahan pertimbangan bagi para 
penegak hukum dalam menyikapi dan menangani kasus-kasus yang 
berkaitan dengan tindak pidana sehingga kedepannya praperadilan dapat 
dijadikan alat bagi para pencari keadilan. 
b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi masyrakat yang masih kurang 







2. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk 
dijadikan bahan penelitian yang akan dating, dan juga sebagai teguran tehadap 



























A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tidak pidana berasala dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu Strafbaar Feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS  
Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 
penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaat feit itu. Oleh karena 
itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. 
Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.7 
Di dalam doktrin (sumber hukum pidana) ilmu pengetahuan hukum 
pidana istilah Strafbaar feit ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para 
sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah Strafbaar feit 
ada juga yang memakai istilah lain yaitu “delict”,yang kemudian diterjemahkan 
dengan “delik”. Oleh karena itu, terjemahan Strafbaar feit itu menimbulkan 
beragam pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum. 
Moeljatno misalnya memakai istilah tindak pidana itu dengan 
menyebutnya sebagai “perbuatan pidana”. Moeljatno mengatakan bahwa 
pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan lain Ia juga 
                                                     







mengatakan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.8 
Pendapat lain mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan 
yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana disebut juga 
dengan delik. Suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana dan dikenai sanksi 
apabila perbuatan tersebut dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan 
sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) atau dikenal dengan asas legalitas (legality principle).9 
Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya yang 
berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat yang dilarang, dan 
berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.10 
sedangkan Karni dan Schravendijk mengistilahkan Strafbaar feit ini 
dengan istilah “perbuatan yang boleh di hukum”. Dua sarjana lainnya yakni  Tirta 
Atmidjaja dan Utrecht mengistilahkan Srtafbaar  feit ini dengan istilah  “peritiwa 
pidana”. Dari sebagian sarjana yang memberikan istilah Srtafbaar feit ini 
nampaknya pendapat Satochid yang disetujui oleh Engelbrecht untuk memakai 
istilah “tindak pidana”. Penyebutan beragam istilah Strafbaar feit ini oleh masing-
masing sarjana tersebut diatas, tentu mempunyai alasan-alasan sendiri-sendiri.11 
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit. Secara 
Literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” 
                                                     
8Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm 97. 
9Rahman Syamsuddin, Ismail Aris,  Merajut Hukum Di Indonesia ( Jakarta: Mitra 
Wacana Media 2014), hlm 60. 
10Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi ( Jakarta: Rajawali Pers 2016), hlm 55. 






artinya adalah perbuatan. Dalam kaitannya dalam istilah Strafbaar feit secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim 
hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan 
recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya. 
Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. 
Secara Literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata “feit” digunakan empat 
istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Kata pelanggaran telah 
lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita dalam mengartikan dari 
istilah Overtrending sebagai lawan dari istilah Misdrijven (kejahatan) terhadap 
kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. 
Sementara itu, untuk kata “peristiwa” menggambarkan pengertian yang 
lebih luas dari perkataan perbuatan karena peristiwa tidak saja menunjuk pada 
pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak 
saja disebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, 
seperti matinya seseorang karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor 
yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru yang menjadi penting dalam 
hukum pidana apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia 
(pasif maupun aktif).12 
“Perbuatan” itu dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah 
“Handeling”. Mengapa demikian, karena handeling itu dianggap terlalu sempit. 
Beberapa sarjana di Negeri Belanda menilai istilah “Gedraging”, antara lain Van 
Hamel yang memasukan perbuatan, berbuatan dan perbuatan tak berbuat diatas. 
                                                     






Istilah gedraging itulah yang diterjemahkan menjadi “tindakan” atau “tindak”, 
asal di ingat bahwa ia meliputi baik yang pasiif maupun yang aktif. Itulah alasan 
dipakainya istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari Strafbaar feit. Dengan 
demikian perlu ditegaskan bahwa dalam tulisan ini hanya digunakan istilah 
tersebut dengan istilah tindak pidana.  
Telah banyak dibuat orang definisi dari tindak pidana atau delik itu. Ada 
yang melihatnya secara ringkas dan adapula yang lengkap. Diantara definisi itu 
yang paling lengkap  ialah definisi dari Simons yang merupakan tindak pidana 
sebagai berikut: 
“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan 
dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana 
dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan 
kepada si pembuat”.13 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 
sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. 
Teoritis artinya berdasarkan pendapat  para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi 
rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan 
tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal 
peraturan perundang-undangan yang ada. 
a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis; 
1).Menurut Moeljatno, unsur tidak pidana adalah: 
                                                     








- Yang dilarang (oleh aturan hukum); 
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 
2).Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni: 
- Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 
- Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 
- Diadakan tindakan penghukuman. 
3).Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
- Kelakuan manusia; 
- Diancam dengan pidana; 
- Dalam peraturan perundang-undangan. 
4).menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak 
pidana adalah: 
- Perbuatan (yang); 
- Melawan hukum (yang berhubungan dengan); 
- Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat); 
- Dipertanggungjawabkan. 
5).Sementara menurut Schravendijk, dalam batasan yang dibuatnya terdapat 
unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: 
- Kelakuan (orang yang); 
- Bertentangan dengan keinsyafan hukum; 
- Diancam dengan hukuman; 






b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-undang; 
Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu 
yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. 
Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu 
mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 
(penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang 
dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan 
bertanggung jawab. Di samping itu, banyak dicantumkan unsur-unsur lain baik 
sekitar/mengenai objek kejahatan maupun  perbuatan secara khusus untuk 
rumusan tertentu. 
Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat 
diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 
a. Unsur tingkah laku; 
b. Unsur melawan hukum; 
c. Unsur kesalahan; 
d. Unsur akibat konstitutif; 
e. Unsur keadaan yang menyertai; 
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 
h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 
i. Unsur objek hukum tindak pidana; 





k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.14 
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat dalam 
buku II dan pelanggaran (overtrending) dimuat dalam buku III; 
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (formeel 
delicten) dan tindak pidana materil (materieel delicten); 
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja 
(doleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose delicten); 
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
aktif/postif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delictacommissionis) dan 
tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta 
omissionis); 
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara 
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau 
berlangsung lama/berlangsung terus; 
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan 
tindak pidana khusus; 
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan 
                                                     







tindak pidana propria (dapat dilakukan oleh hanya orang memiliki kualitas 
pribadi tertentu); 
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan 
atara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana aduan ( klacht  
delicten); 
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedaan 
antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang 
diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana yang diperingan 
(gepriviligieerde delicten); 
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak 
terbatas macamnya bergantung dari kepentingna hukum yang dilindungi, 
seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak 
pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik terhadap kesusilaan dan 
lain sebagainya; 
11. Dari sudut berapakali perbuatan untuk menjadi suatau larangan, dibedakan 
antara tindak pidana tunggal (nkelvoudge delicten) dan tindak pidana berangkai 
(samengestelgedelicten).15 
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan   
1. Pengertian pidan dan pemidanaan 
Menurut Prof. Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan 
hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar  dan aturan 
untuk: 
                                                     






a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 
barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Criminal Act). 
b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar 
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang 
telah diancamkan dalam ketentuan pidana (Criminal Liability/Criminal 
Responsibility).16 
Pompe merumuskan Hukum Pidana (Materiil) sebagai keseluruhan 
peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan 
pidana dan dimana pidana itu seharusnya menjelma.17 
Kemudian Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau 
perintah yang jika tidak dipatuhi diancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana 
formil adalah atuan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana 
materiil.18 
Dengan demikian, Hukum Pidana (Materiil) diartikan sebagai suatu 
ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang 
dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran 
larangan tersebut.19 
Istilah pidana sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian 
yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, 
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penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan 
hukuman pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan 
yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang 
memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana 
sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang yang dengan sengaja 
ditimpakan negara pada pelaku delik itu.20 
Selanjutnya pada kesempatan lain menurut Sudarto, pidana adalah 
nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan 
pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar 
diberikan sebagai nestapa.21 
Pidana merupakan bagian dari hukum Panitensier yang berisi tentang 
jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan 
dimana menjalankannya, begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan 
pengecualian penjatuhan pidana. Disamping itu, hukum panitensier juga berisi 
tentang sistem tindakan (maatregel stelsel) dalam usaha negara mempertahankan 
dan menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan 
terhadap berbagai kepentingan hukum, secara resif disamping diberi hak dan 
kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan 
tindakan (maatregelen).22 
Hukum panitensier apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 
menjadi pidana dan penidanaan. Kemudian dapat didefinisikan bahwa yang 
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dimaksud dengan hukum panitensier ialah segala peraturan positif mengenai 
sistem hukum (strafstelsel) dan sistem tindakan (maatregel stelsel).23 
Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang 
dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu Straf. 
Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, 
administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang 
berkaitan dengan hukum pidana.24 
Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yatu berupa 
penderitaan. Perbedaannya hanyalah penderitaan pada tindakan lebih kecil atau 
ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Pidana 
berasal dari kata straf (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah 
hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah 
lazim merupakan terjemahan dari recht. 
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja 
dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 
akibat hukum (sanksi) bagnya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan 
hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai 
tindak pidana (strafbaar feit).25 
Perbuatan pidana dapat diterjemahkan sebagai perbuatan yang 
menimbulkan peristiwa pidana/perbuatan yang melanggar hukum pidana dan 
diancam dengan pemidanaan. Selanjutnya terhadap pemidanaan, yang tidak hanya 
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selalu dalam bentuk punishment (hukuman) tapi juga bisa berbentuk treatment 
(pembinaan). Akan tetapi bentuk pemidanaan yang berupa treatment ini begitu 
jarang dikembangkan. Dalam teori hukum pidana, hukuman biasanya dibedakan 
atas hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sebagai contoh seperti jenis-jenis 
hukuman dalam pasal 10 KUHP, dimana hukuman pokok terdiri atas hukuman 
mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Sementara hukuman 
tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan/penyitaan 
barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.26 
2. Jenis-jenis pidana 
Kitab Undang-UndangHukum Pidana(KUHP) menetapkan jenis-jenis 
pidana yang tercantum di dalam Pasal 10. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik 
yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang 
(Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana 
tambahan. 
Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut: 
a. Pidana Pokok; 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan; 
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1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim.27 
Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, tetapi 
dapat juga  dijatuhkan tersendiri. Sementara pidana tambahan tidakboleh 
dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Dengan kata lain pidana 
tambahan adalah accesoir atau bersifat fakultatif pada pidana utama. 
3. Teori pemidanaan 
Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun 
yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu: 
1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien) 
Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-18 yang sebagian besar dianut oleh ahl-ahli 
filsafat Jerman. Pokoknya, yang dianggap sebagai dasar hukum  dari pidana itu 
ialah pembalasan (Belanda: vergelding, Jerman: vergeltung). Pidana itu 
dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan 
seseorang. Penganut-penganut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, 
Julius Stahl, dll.28 
Teori pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, 
yaitu: 
a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); 
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b. Ditujukan unttuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam  di kalangan 
masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).29 
2). Teori Relatif atau Teoti Tujuan (doel theorien) 
Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu ialah tujuan (doel) dari 
pidana itu sendiri karena pidana itu sendiri, mempunyai tujuan-tujuan tertentu.  
Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu 
adalah: “dehandhaving van de maatschappelijke orde”dengan mencegah 
terjadinya kejahatan. 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan 
pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu 
diperlukan pidana. 
Untuk mencapai ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga 
macam sifat, yaitu: 
a. Bersifat menakut-nakuti; 
b. Bersifat memperbaiki; 
c. Bersifat membinasakan. 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu: 
a. Pencegahan umum; 
b. Pencegahan khusus. 
3). Teori Gabungan (vernegings theorien) 
                                                     






 Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas 
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu manjadi dasar 
dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua 
golongan besar, yaitu, sebagai berikut: 
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk di dapatnya 
dipertahankannya tata tertib masyarakat. 
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, 
tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada 
perbuatan yang dilakukan terpidana.30 
C. Tinjauan Umum Tentang Pemerkosaan 
1. Pengertian Pemerkosaan   
Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran hak 
asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat 
membenarkannya, apabila itu bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku 
baik dilihat dari perspektif etika dan agama maupun hukum. Terkhususnya dari 
perspektif hukum mengingat negara kita adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum. 
Tindak pidana perkosaan atau verkrachting oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam 
bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut: 
                                                     






Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten 
echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schulding aan verkranchting, 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren. 
Artinya: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai 
kekerasan memaksa seorang wanta mengadakan hubungan kelamin di luar 
pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidanadengan 
pidanan penjara selama-lamanya dua belas tahun.31 
Menurut Seatandyo Wignojosoebroto, perkosaan adalah suatu 
usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang 
perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang 
berlaku melanggar. Dalam pengertian yang seperti ini, apa yang disingkat 
perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan  (ialah 
perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu 
seksualnya), dan didalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa 
(ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial). 
Sedangkan menurut R.Sugandhi, perkosaan adalah seorang pria 
yang memaksa pada seseorang yang bukan istrinya untuk melakukan 
persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana 
diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang 
wanita yang kemudian mengeluarkan air mani. 
Kemudian menurut Wirdjono Prodjodikoro, perkosaan adalah 
seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya 
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untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat 
melakukan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. 
Selanjutnya Soesilo merumuskan tentang perkosaan yang lebih 
cederung pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, 
yang berbunyi sebagai berikut: “Perkosaan adalah seorang laki-laki yang 
memaksa seorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan 
dia, sedemikian rupa, sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan 
lagi dengan terpaksa mengikuti kehendaknya.32  
Tindakan ini tercantum dalam pasal 285 KUHP yang telah 
disebutkan sebelumnya, bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini 
ialah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan 
yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Pembuat undang-
undang ternyata menganggap tidak perlu untuk menentukan hukuman 
bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh, bukanlah semata-mata 
oleh karena paksaan oleh seorang perempuan terhadap orang laki-laki itu 
dipandang tidak mungkin, akan tetapi justru karena perbuatan itu bagi 
laki-laki dipandang tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau 
merugikan. 
Perkosaan untuk bersetubuh dirumuskan dua tindak pidana lain, 
yaitu dari pasal 287 dan pasal 290 ke-2 dan ke-3. Pasal 287 mengancam 
dengan maksimum hukuman penjara sembilan tahun barangsiapa yang 
diluar perkawinan bersetubuh dengan perempuan yang ia tahu atau pantas 
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untuk dapat mengira bahwa perempuan itu belum berusia lima belas tahun 
atau belum pantas untuk dikawin. Sedangkan pada pasal 290 ke-2 dan ke-
3 mengancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun 
barangsiapa yang berbuat cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas 
harus dapat mengira bahwa orang itu belum berusia lima belas tahun atau 
belum pantas untuk dikawin, atau membujuk orang itu untuk bercabul 
atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang ketiga. Tindak pidana 
dari pasal 287 merupakan tindak pidana aduan, kecuali apabila 
perempuannya belum berusia dua belas tahun.33 
2. Unsur-unsur Pemerkosaan 
Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP ternyata 
hanya mempunyai unsur-unsur objektif, masing-masing yakni: 
a. Barangsiapa 
b. Dengan kekerasan atau 
c. Dengan ancaman akan memakai kekerasan 
d. Memaksa 
e. Seorang wanita 
f. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan 
g. Dengan dirinya 
Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan 
keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan 
yang dilarang didalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur 
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memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, 
kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan 
dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. 
Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar 
larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan 
melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan 
mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat 
membuktikan tentang: 
a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan 
b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai 
kekerasan 
c. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa 
d. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang 
wanita yang bukan istrinya 
e. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan 
oleh wanita tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan 
dirinya diluar perkawinan.34 
3. Macam-macam Pemerkosaan 
Menurut kriminologi Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebgai berikut: 
a. Sadistic Rape; 
Perkosaan Sadistic artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresid berpadu 
dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati 
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kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui 
serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 
b. Angea Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana 
untuk dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini 
tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang 
memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, dan 
kekecewaan hidupnya. 
c. Dononation Rape 
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih 
atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan 
seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan 
berhubungan seksual. 
d. Seduktiv Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang 
terciptanya oleh kedua belah pihak. Pada mulanya orban memutuskan bahwa 
keintiman personal harus dibatasi sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada 
umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu 
tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 
e. Victim Precipitatied Rape 
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan 






f. Exploitation Rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan 
hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan 
yang berlawanan dengan posisi waita yang bergantung padanya secara 
ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau 
pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya 
tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang 
berwajib.35 
D. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan 
Tindak pidana kesopanan dalam hal persetubuhan merupakan tindak 
pidana dari jenis kejahatan. Persetubuhan sendiri dibedakan menjadi dua macam, 
yaitu persetubuhan yang dilakukan secara legal dan persetubuhan yang dilakukan 
secara ilegal. Persetubuhan terhadap wanita dianggap legal jika wanita itu sudah 
cukup umur, tidak dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan dilakukan 
dengan izinnya atau persetujuannya. Berdasarkan hukum yang berlaku di 
Indonesia, seorang wanita dianggap cukup umur dalam soal persetubuhan jika ia 
sudah genap berumur 15 tahun. 
Pada umur tersebut ia sudah dianggap mampu memahami resiko-
resikonya dan oleh karenanya ia dapat menentukan sendiri apakah ia akan 
menyetujui suatu persetubuhan atau tidak. Akan tetapi, persetubuhan dari seorang 
wanita yang tdak sehat akalnya tidak dianggap sah, meskipun wanita itu sudah 
berumur 15 tahun. Ikatan perkawinan dapat dianggap sebagai persetujuan atau 
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izin bagi suami untuk melakukan persetubuhan dengan istrinya. Jika persetubuhan 
dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip-prinsp diatas maka persetubuhan 
tersebut dianggap ilegal dan dapat dipidana. 
Yang disebut persetubuhan (coitus) adalah perpaduan antara dua kelamin 
yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan 
seksual.36 
E. Tinjauan Umum Tentang Anak 
Batasan tentang anak sangat urgen dilakukan untuk melaksanakan 
kegiatan perlindungan anak dengan benar dan terarah, semata-mata untuk 
mempersiapkan generasi mendatang yang tangguh dan dapat menghadapi segala 
tantangan dunia. Dalam kaitan itu, pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat 
pada:  
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 330 ayat (1) memuat batas 
antara belum dewasa (minderjarigheid) dengan telah dewasa 
(meerderjarigheid) yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum 
berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis, Pasal 419 KUHper). Pasal 
ini senada dengan Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak. 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP tidak merumuskan 
secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada 
pasal: Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16  tahun, Pasal 283 
yang memberi batasan 17 tahun. 
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c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP), undang-undang ini tidak secara eksplesit mengatur 
tentang batas usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) memberi 
wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai usia 17 
tahun untuk menghadiri sidang. 
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan 
ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, 
maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan. 
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut 
ketentuan asal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah 
seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. 
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Permasyarakatan. 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c UU 12/1995 bahwa anak 
didik pemasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil untuk 
dapat dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai 
berumur 18 tahun. 
g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam 
Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia 
dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 





h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam 
Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 
18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Uaha Kesejahteraan Anak 
bagi Anak yang Mempunyai Masalah Menurut ketentuan ini, anak adalah 
seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
j. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam 
hukum adat Indonesia, batasan umur untuk disebut anak pluralistik. Dalam 
kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan sudah 
dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah “kuuat gawe”, “akil Baliq” 
“menek bajang”, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi 
Mahkamah Agung yang berorientasi pada hukum adat di Bali menyebutkan 
batasan umur anak adalah dibawah 15 tahun seperti Putusan Mahkamah Agung 
RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan 
Ruma melawan Ni Ketut Kartini. Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 tahun 
seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 K/Sip/1976 tanggal 2 
November 1976 dalam perkara antara Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan 
melawan FPM Panggabean dan Edward Panggabean.37 
Kemudian menurut Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 1 Konvensi 
tentang Hak-Hak Anak menetukan: Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang 
anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-
undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. 
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Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian 
tengang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecual undang-
undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. 
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistwm Peradilan Pidana Anak kemudian 
menjabarkan Pasal 1 Konveksi tetang Hak-hak Anak dengan menetukan bahwa 
yang disebut anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 
18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak Pasal 1 
Konvensi Hak-hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut 
sudah atau belum menikah. 
Selanjutnya menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak. Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak 
sebagaiman dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 maka dapat 
diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 
Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang 
berhadapan dengan hukum”. 
“anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 11 
Tahun 2012 tentang Sistem Peradlan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU 
No. 11 Tahun 2012, terdiri atas: 
1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3); 
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban 





mental dan /atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 
1 angka 4); 
3. Anak yang menjadi saksi tindak pdana yang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau 
dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).38 
Dalam Masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia 
anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum 
dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Dalam Burgerlijk 
Wetboek (BW) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum islam, dimana 
batasan ini tidak berdasarka atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-
tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita.39 
Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah pada 19 
Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan 
Rancangan Undang-Undang yang kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 
dan mulai berlaku pada 3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, 
Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3668). 
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
Pasal 1 butir 1 merumuskan bahwa Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 
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nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan 
belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiati Soetodjo 
(2006) menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai 
ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur, 
sehingga berhak mendapat keringanan hukuman dem menerapkan perlakuan 
khusus bagi kepentingan psikologi anak.40 
F. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim  
Ditinjau dari aspek perumusan KUHAP, aspek teoritik,dan praktik 
peradilan maka putusan hakim pengadilan itu dapat diklasifikasikan  menjadi dua 
jenis, yaitu : 
a. Putusan yang bukan putusan akhir 
Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir 
disebut “penetapan” atau “putusan sela” atau sering pula disebut dengan istilah 
Belanda “tussen vonnis”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148 
dan pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara 
dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan 
“keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan JPU. 
b. Putusan akhir 
Pada praktik peradilan putusan akhir lazim disebut dengan istilah 
“putusan” atau “eindvonnis” dan merupakan jenis putusan materiil. Pada 
hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa 
terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai 
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diperiksa. Dengan kata lain putusan akhir dijatuhkan setelah seluruh rangkaian 
acara persidangan, mulai dari pembacaan dakwaan oleh JPU,keberatan/eksepsi 
oleh terdakwa dan atau kuasa hukumnya,  atau oleh JPU, penetapan/putusan 
sela, pemeriksaan alat-alat bukti, tuntutan pidana/requistoir, pembelaan/pledoi, 
replik, duplik, rereplik, rereduplik, tahap pengambilan kesimpulan oleh 
masing-masing pihak, musyawarah hakim, setelah itu putusan akhir baru dapat 
dijatuhkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 182 ayat (3) dan (8), pasal 
197, serta pasal 199 KUHAP.41 
Beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh hakim dalam 
proses pengambilan putusan meliputi:  
c. Tahap analisis perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur 
dalam undang-undang;  
d. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana, yakni analisis terhadap kesalahan 
terdakwa apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara 
hukum atau tidak;  
e. Tahap penjatuhan putusan, yaitu vonis pengadilan yang dapat berupa putusan 
pemidanaan, putusan bebas dari dakwaan, atau putusan pelepasan dari segala 
tuntutan. 
Keseluruhan rangkaian dalam membuat atau menyusun suatu putusan 
oleh hakim dapat diringkas sebagai berikut : 
a. Pertama-tama hakim mempelajari pasal yang didakwakan JPU di mana pasal-
pasal tersebut berfungsi sebagai hipotesis; 
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b. Hakim lalu melakukan verifikasi alat-alat bukti yang diajukan; 
c. Hakim melakukan subsumsi, yaitu menguji unsur-unsur tindak pidana dengan 
alat-alat bukti yang diajukan untuk menentukan terpenuhi tidaknya unsur-unsur 
tindak pidana yang didakwakan. 
d. Hakim menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana (menyusun cerita 
berdasarkan fakta-fakta di persidangan); 
e. Hakim menentukan bersalah tidaknya terdakwa.42 
Kemudian untuk mendapatkan putusan, Hakim akan melakukan 
pembuktian Criminal Act pada terdakwa yaitu dengan mencari keyakinan apakah 
terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya atau tidakdan 
mencocokkan tingkah laku yang didakwakan kepadanya dengan pasal-pasal 
hukum pidana. Pencarian keyakinan hakim dilakukan dengan cara bertanya 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 
research), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa 
kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.Secara 
sederhana, penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara 
teori dan praktik. 
Adapun lokasi penelitian yang dipilih yakni Pengadilan Negeri 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Untuk memperoleh data dan 
informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian, 
dalam rangka pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang 
bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta 
norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.44 
                                                     






Adapun pendekatan normatif adalah pendekatan undang-undang yang 
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang 
bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.45 
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara 
dengan pakar, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan 
skripsi ini. 
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi 
penelitian, leteratur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan 
materi yang dibahas. 
D. Metode pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah antara lain adalah menggunakan metode-metode sebagai berikut: 
1. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti yaitu dokumen putusan. 
2. Wawancara, yaitu dengan melakukan Tanya jawab secara lisan, tertulis dan 
terstruktur. Dalam hal ini, dilakukan wawancara denga Hakim di Pengadilan 
Negeri pangkajene yang ada keterkaitannya dengan penelitian ini. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data penelitian 
saat sudah memasuki tahap pengumpulan data dilapangan adalah 
                                                     






wawancara,danstudi dokumen. Instrument penelitian inilah yang  akan menggali 
data dari sumber-sumber informasi. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis 
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan 
data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan dan sifat penelitian. Penelitian 
ini menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif 
dimana penganalisaan data yang dikumpulkan dari responden yang didapatkan 
dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian data yang 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Sanksi Pidana dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus 
perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Putusan No. 
6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj 
1. Posisi Kasus 
Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita 
bertempat di Rumah Kos samping Taman Makam Pahlawan Bungoro, Jalan 
Umum Poros Makassar-Pare-pare, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep 
dan pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di 
Terminal Bungoro, Kec. Bongoro, Kab. Pangkep, terdakwa Kaharuddin alias 
Kahar Bin ABD Salam (18) dan Terdakwa Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin (17) 
Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang anak atas nama 
Alfina Saharuddin alias Fina Binti Saharuddin Umur 16 tahun melakukan 
Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan 
terdakwa dengan cara sebagai berikut : 
Pada awalnya, pemerkosaan pertama kali dilakukan oleh terdakwa 
Kaharuddin alias Kahar Bin ABD Salam pada hari jumat tanggal 03 juni 2016 
sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sebuah Rumah Kos seperti tersebut diatas, 
yang dimana Rumah Kos tersebut adalah Milik Terdakwa Muhammad Ifdal bin 
Kaharuddin. Pada saat itu, korban Alfina yang datang bersama temannya yang 






petunjuk dari terdakwa Kaharuddin alias Kahar Bin ABD Salam yang selanjutnya 
akan disebut terdakwa Kahar. kemudian saat korban membuka pintu toilet, 
terdakwa Kahar sudah ada di depan pintu toilet. Lalu terdakwa Kahar memaksa 
korban untuk masuk ke dalam toilet dengan cara memukul belakang korban 
dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa Kahar 
membuka celana pendek dalam korban lalu korban berusaha membuka pintu toilet 
namun telah terkunci dari luar dan korban berteriak memanggil nama Rani 
sebanyak 3 Kali namun tidak ada jawaban dan terdakwa Kahar langsung 
menciumi pipi korban sebanyak dua kali, mengelus kapala korban, menciumi 
leher korban, menaikkan rok korban sampai keatas perut korban, menaikan mini 
set korban, meremas kedua payudara korban kemudian terdakwa Kahar 
memasang Kondom ke alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke 
dalam alat kelamin (vagina) korban dan menggoyang-goyangkannya lalu korban 
berkata “sudahmi...sakit sekali” dan terdakwa Kahar berkata “diam mako” lalu 
korban berteriak yang membuat terdakwa mengepalkan tangannya hendak 
memukul korban lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari vagina korban 
kemudian terdakwa memakaikan celana dalam korban dan memakai celana 
dalamnya lalu terdakwa membuka pintu tolet dengan cara memukul pintu 
tersebut. 
Peristiwa kedua kemudian terjadi pada hari, waktu,dan tempat yang sama 
seperti yang telah disebutkan diatas sebelumnya. Setelah korban dan terdakwa 
Kahar keluar dari toilet, korban mendatangi temannya yang bernama Rani yang 





meter dari kamar terdakwa Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin yang selanjutnya 
akan disebut terdakwa Ifdal, korban meminta pulang kepada Rani namun Rani 
hanya diam saja dan memainkan Handphone-nya, lalu korban duduk disamping 
Rani kemudian terdakwa Kahar memberi korban minuman sirup dan korban 
meminumnya karena terdakwa Kahar, Rani, terdakwa Ifdal, dan Kadir (teman dari 
terdakwa Kahar dan Terdakwa Ifdal) meminumnya juga. Lalu terdakwa Kahar  
menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kamar kost dan Korban berusaha 
menolak dan Rani berkata “Kenapa nutareki tangannya orang?” dan terdakwa 
Kahar menjawab “Tidakji, ada yang mau kutanyakanki” dan Terdakwa tetap 
memaksa korban masuk kedalam kos bersama dengan terdakwa Ifdal. Setelah 
hanya bertiga dalam kamar, terdakwa Kahar memaksa membuka celana korban 
namun korban menolak dan berlari kearah pintu namun Korban tidak dapat 
membuka pintu karena terkunci sedangkan kuncinya berada diatas pintu yang 
letaknya sangat tinggi.  Lalu Terdakwa Kahar kembali menarik ta ngan korban 
dan memaksa korban berbaring lalu menaikkan rok korban sampai di perut lalu 
Terdakwa Kahar naik keatas kepala korban dan menahan tangan korban 
sementara terdakwa Ifdal membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya 
kedalam alat kelamin (vagina) korban sehingga korban merasa kesakitan dan 
berteriak namun tidak ada yang menolong setelah itu, terdakwa Ifdal mencabut 
alat kelaminnya dari alat kelamin korban dan Terdakwa Kahar memasang kembali 
celana korban. Setelah itu, korban, terdakwa Ifdal dan terdakwa Kahar duduk-
duduk di dalam kamar kost kemudian Terdakwa Kahar memaksa korban lagi naik 





korban sampai perut dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat 
kelamin korban dan korban pun menangis kemudian Terdakwa Kahar mencabut 
alat kelaminnya dari alat kelamin korban lalu memasangkan celana dalam korban 
dan memakai celananya, Terdakwa kahar kemudian membuka pintu lalu keluar 
bersama dengan terdakwa Ifdal dan korban. Sebelum pulang bersama Rani 
terdakwa kahar sempat mengancam korban untuk tidak menceritakan kejadian 
tersebut kepada siapapun. 
Tidak hanya sampai disitu, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 
05 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita Korban bertemu lagi dengan terdakwa 
Kahar. Saat itu korban diajak oleh Rani menuju kolam renang Tonasa II setelah 
berenang, Rani membawa korban ke Terminal Bungoro dan disana korban melihat 
terdakwa Kahar bersama 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal oleh 
Korban namun Rani mengenal kedua perempuan tersebut. Kemudian Rani 
meninggalkan korban untuk membeli air mineral namun karena Rani belum 
datang, Korban pergi ke Mushollah terminal untuk berwudhu. Pada saat korban 
berwudhu, tiba-tiba terdakwa Kahar datang dan memeluk korban dari belakang 
dan memaksa korban untuk berhubungan badan dan mengancam akan membunuh 
korban apabila tidak mau melakukannya, dalam posisi berdiri terdakwa Kahar 
membuka celana jeans korban sampai lutut dan celana dalam korban lalu 
terdakwa Kahar memaksa korban berbaring di tempat wudhu, korban berusaha 
berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya lalu korban 
mencoba menghubungi orang tuanya melalui Hpnya namun terdakwa merebut Hp 





kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sehingga korban merasakan sakit. 
Setelah beberapa menit kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari 
alat kelamin korban lalu memakai celananya dan memakaikan celana korban. 
Setelah itu, Rani datang dan mengantar korban pulang.46 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Kasus perkara Delik Pemerkosaan Anak dengan nomor register perkara 
6/Pid.B/2017/Pn.Pkj, yang dilakukan oleh terdakwa Kaharuddin alias Kahar Bin 
ABD Salam oleh Jaksa Penutut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif 
yaitu jenis dakwaan yang terdakwanya didakwa dengan lebih dari 1 (satu) 
perbuatan. 
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut 
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan N0 Reg. Perk: 




-Bahwa terdakwa Kaharuddin alias Kahar Bin ABD Salam pada hari 
Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul13.00 WITA atau setdak-tidaknya pada 
suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Rumah Kos samping Taman 
Makam Pahlawan Bungoro, Jalan Umum Poros Makassar- Pare-pare, Kelurahan 
Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan pada hari Minggu, 
tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Terminal Bungoro, Kecamatan 
Bungoro, Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, Melakukan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak yakni korban ALFINA 
SAHARUDDIN alias FINA BINTI SAHARUDDIN  (berusia 16 tahun, lahir 
26 Januari 2001) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 
lain,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
                                                     





- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, sekira pukul 
12.00, teman sekolah korban yang bernama RANI mengajak korban ALFINA 
SAHARUDDIN alias FINA BINTI SAHARUDDIN untuk membeli kaus kaki di 
toko Gentung Sport, Bungoro, Pangkep setelah mereka pulang sekolah. Saat di 
dalam toko, korban melihat temannya tersebut ditelpon oleh terdakwa KAHAR 
untuk bertemu di depan Salon Santi di kampung Siang, Kelurahan Samalewa, 
Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep namun setelah mereka sampai disana 
dengan berboncengan menggunakan motor, ternyata terdakwa tidak berada disana 
lalu Saksi RANI mengajak korban FINA berjalan-jalan dan sampai di sebuah 
rumah kos yang terletak di jalan poros Makassar-Pare-pare, Kel. Samalewa, Kec. 
Bungoro, Kab. Pangkep. Sesampainya disana, korban melihat terdakwa KAHAR 
dan temannya saksi KADIR duduk di atas motor lalu korban ingin buang air kecil 
dan bertanya kepada saksi RANI, “Dimana toilet?” dan saksi RANI bertanya 
kepada terdakwa, “Dimana toilet?” dan terdakwa menjawab sambil menunjuk 
banguna tolet, “Ada disitu” lalu korban masuk ke dalam toilet kemudian saat 
korban keluar dari toilet, terdakwa sudah ada di depan pintu toilet. Lalu korban 
menyuruh terdakwa untuk pindah namun terdakwa menolak dan korban memaksa 
keluar dari toilet lalu terdakwa memukul badan bagian belakang korban dengan 
tangan kanan terdakwa sehngga korban terpaksa masuk ke dalam toilet dan 
bertanya kepada terdakwa, “Mauko apa?” dan terdakwa menjawab, “Jangan mako 
bilang” dan terdakwa langsung membuka celana pendek dalam korban lalu korban 
mencoba membuka pintu toilet yang telh terkunci dari luar dan korban berteriak 
memanggil nama RANI sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban dan terdakwa 
langsung menciumi pipi korban sebanyak 2 kali, mengelus kepala korban, 
menciumi leher korban, menaikkan rok korban sampai keatas perut korban, 
menaikkan mini set yang dipakai korban, meremas payudara korban kemudian 
terdakwa memasang kondom ke alat kelaminnya lalu memasukkan alat 
kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkannya lalu 
korban berkata, “Sudahmi... sakit sekali” dan terdakwa berkata “diam mako” lalu 
korban berteriak yang membuat terdakwa mengepalkan tangannya hendak 
memukul korban lalu terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin 
korban kemudian terdakwa  memakaikan celana dalam korban dan memakai 
celana dalamnya lalu terdakwa memukul pintu toilet dan tiba-tiba pintu terbuka;  
- Bahwa setelah itu korban mendatangi saksi RANI meminta untuk pulang namun 
saksi RANI asyik memainakn Hp nya kemudian terdakwa memberi korban 
mnuman sirup dan korban meminumnya karean terdakwa, saksi KADIR, dan 
IFDAL (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) minum sirup tersebut juga. 
Lalu terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kos dan korban 
berusaha menolak dan saksi Rani berkata kepada terdakwa, “Kenapa nutarekki 





terdakwa tetap memaksa korban masuk ke dalam kos bersama dengan IFDAL 
kemudian terdakwa menyuruh korban naik ke atas tempat tidur lalu korban 
berusaha lari dan membuka pintu kos namun tidak bisa lalu terdakwa menyuruh 
korban berbaring di atas kasur dan menaikkan rok korban sampai ke perut lalu 
IFDAL langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelamnnya ke dalam 
alat kelamn korban dan korban berteriak namun tidak bisa. Setelah itu, IFDAL 
mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban dan terdakwa 
memakaikan celana dalam korban kemudian terdakwa, IFDAL, dan korban 
duduk-duduk di dalam kamar kos sambil minum lalu terdakwa memaksa korban 
lagi naik keatas tempat tidur dan kembali membuka celana dalamnya lalu 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian beberapa 
menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban dan 
memakai celananya kembali; 
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2016, korban diajak saksi  
RANI untuk berenang di kolam renang tonasa 2 dan setelah berenang, saksi RANI 
membawa korban ke terminal Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di terminal, korban 
bertemu dengan terdakwa KAHAR bersama 2(dua) orang perempuan yang 
diketahui korban perempuan tersebut adalah saudara RANI, kemudian RANI 
pergi membeli air minum dan korban menyuruh perempuan tersebut menemannya 
pergi shalat di musholah dan saat korban berwudhu, tiba-tiba terdakwa KAHAR 
memeluk korban dari belakang dan memaksa korban untuk berhubungan badan 
namun korban menolak dan terdakwa mengancam korban akan membunuh korban 
jika korban menolak. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk membuka 
celana jeans yang korban pakai dan berbaring di tempat wudhu lalu korban 
berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya lalu korban 
mencoba menghubungi orang tuanya melalui hp nya lalu terdakwa merebut hp 
korban dan melemparnya ke lantai dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya 
kedalam alat kelamin korban sampai korban merasa sakit.Setelah beberapa menit 
kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin 
korban dan memakai celananya. Setelah itu korban meminta RANI mengantar 
pulang ke rumahnya; 
- Bahwa sejak kejadian tersebut korban FINA tidak pernah lagi mengalami 
menstruasi dan berdasarkan surat Visum et Repertum No 
032/RSU/VER/5.5/X/2016 tanggal 7 November 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Finiaty Raynelda M, Dokter Residen Kebidanan dan 
Kandungan RSUD Pangkep, korban ALFINA SAHARUDDIN alias FINA BINTI 







Perbuatan terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABD SALAM 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 





-Bahwa terdakwa Kaharuddin alias Kahar Bin ABD Salam pada hari 
Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekitar pukul13.00 WITA atau setdak-tidaknya pada 
suatu waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Rumah Kos samping Taman 
Makam Pahlawan Bungoro, Jalan Umum Poros Makassar- Pare-pare, Kelurahan 
Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan pada hari Minggu, 
tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu 
waktu pada bulan Juni tahun 2016 bertempat di Terminal Bungoro, Kecamatan 
Bungoro, Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih 
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, dengan sengaja 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan  atau membujuk Anak 
yakni korban ALFINA SAHARUDDIN alias FINA BINTI SAHARUDDIN 
(berusia 16 tahun, lahir 26 Januari 2001) melakukan persetubuhan 
dengannya atau denagn orang lain,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan 
cara sebagai berikut:  
- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas, sekira  pukul 
12.00, sepulangnya korban ALFINA SAHARUDDIN alias FINA BINTI 
DAHARUDDIN dari sekolah diajak oleh temannya saksi Rani untuk membeli 
kaus kaki di toko Gentung Sport, Bungoro, Pangkep. Saat di dalam toko, korban 
melihat temannya tersebut ditelpon oleh terdakwa KAHAR untuk bertemu di 
depan Salon Santi di kampung Siang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, 
Kabupaten Pangkep namun setelah mereka sampai disana dengan berboncengan 
menggunakan motor, ternyata terdakwa tidak berada disana lalu Saksi RANI 
mengajak korban FINA berjalan-jalan dan sampai di sebuah rumah kos yang 
terletak di jalan poros Makassar-Pare-pare, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. 
Pangkep. Sesampainya disana, korban melihat terdakwa KAHAR dan temannya 
saksi KADIR duduk di atas motor lalu korban ingin buang air kecil dan bertanya 
kepada saksi RANI, “Dimana toilet?” dan saksi RANI bertanya kepada terdakwa, 
“Dimana toilet?” dan terdakwa menjawab sambil menunjuk banguna tolet, “Ada 
disitu” lalu korban masuk ke dalam toilet kemudian saat korban keluar dari toilet, 
terdakwa sudah ada di depan pintu toilet. Lalu korban menyuruh terdakwa untuk 
pindah namun terdakwa menolak dan korban memaksa keluar dari toilet lalu 
                                                     






terdakwa memukul badan bagian belakang korban dengan tangan kanan terdakwa 
sehngga korban terpaksa masuk ke dalam toilet dan bertanya kepada terdakwa, 
“Mauko apa?” dan terdakwa menjawab, “Jangan mako bilang” dan terdakwa 
langsung membuka celana pendek dalam korban lalu korban mencoba membuka 
pintu toilet yang telh terkunci dari luar dan korban berteriak memanggil nama 
RANI sebanyak 3 kali namun tidak ada jawaban dan terdakwa langsung menciumi 
pipi korban sebanyak 2 kali, mengelus kepala korban, menciumi leher korban, 
menaikkan rok korban sampai keatas perut korban, menaikkan mini set yang 
dipakai korban, meremas payudara korban kemudian terdakwa memasang 
kondom ke alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat 
kelamin korban dan menggoyang-goyangkannya lalu korban berkata, “Sudahmi... 
sakit sekali” dan terdakwa berkata “diam mako” lalu korban berteriak yang 
membuat terdakwa mengepalkan tangannya hendak memukul korban lalu 
terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban kemudian 
terdakwa  memakaikan celana dalam korban dan memakai celana dalamnya lalu 
terdakwa memukul pintu toilet dan tiba-tiba pintu terbuka;  
- Bahwa setelah itu korban mendatangi saksi RANI meminta untuk pulang namun 
saksi RANI asyik memainakn Hp nya kemudian terdakwa memberi korban 
mnuman sirup dan korban meminumnya karean terdakwa, saksi KADIR, dan 
IFDAL (penuntutannya dalam berkas perkara terpisah) minum sirup tersebut juga. 
Lalu terdakwa menarik tangan korban untuk masuk ke dalam kos dan korban 
berusaha menolak dan saksi Rani berkata kepada terdakwa, “Kenapa nutarekki 
tangannya orang?” dan terdakwa menjawab, “Tidakji, ada mau kutanyakanki” dan 
terdakwa tetap memaksa korban masuk ke dalam kos bersama dengan IFDAL 
kemudian terdakwa menyuruh korban naik ke atas tempat tidur lalu korban 
berusaha lari dan membuka pintu kos namun tidak bisa lalu terdakwa menyuruh 
korban berbaring di atas kasur dan menaikkan rok korban sampai ke perut lalu 
IFDAL langsung membuka celananya dan memasukkan alat kelamnnya ke dalam 
alat kelamn korban dan korban berteriak namun tidak bisa. Setelah itu, IFDAL 
mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban dan terdakwa 
memakaikan celana dalam korban kemudian terdakwa, IFDAL, dan korban 
duduk-duduk di dalam kamar kos sambil minum lalu terdakwa memaksa korban 
lagi naik keatas tempat tidur dan kembali membuka celana dalamnya lalu 
memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban kemudian beberapa 
menit kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin korban dan 
memakai celananya kembali; 
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juni 2016, korban diajak saksi  
RANI untuk berenang di kolam renang tonasa 2 dan setelah berenang, saksi RANI 
membawa korban ke terminal Bungoro, Kabupaten Pangkep. Di terminal, korban 





diketahui korban perempuan tersebut adalah saudara RANI, kemudian RANI 
pergi membeli air minum dan korban menyuruh perempuan tersebut menemannya 
pergi shalat di musholah dan saat korban berwudhu, tiba-tiba terdakwa KAHAR 
memeluk korban dari belakang dan memaksa korban untuk berhubungan badan 
namun korban menolak dan terdakwa mengancam korban akan membunuh korban 
jika korban menolak. Kemudian terdakwa memaksa korban untuk membuka 
celana jeans yang korban pakai dan berbaring di tempat wudhu lalu korban 
berteriak namun terdakwa menutup mulut korban dengan tangannya lalu korban 
mencoba menghubungi orang tuanya melalui hp nya lalu terdakwa merebut hp 
korban dan melemparnya ke lantai dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya 
kedalam alat kelamin korban sampai korban merasa sakit.Setelah beberapa menit 
kemudian, terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin 
korban dan memakai celananya. Setelah itu korban meminta RANI mengantar 
pulang ke rumahnya; 
- Bahwa sejak kejadian tersebut korban FINA tidak pernah lagi mengalami 
menstruasi dan berdasarkan surat Visum et Repertum No 
032/RSU/VER/5.5/X/2016 tanggal 7 November 2016 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh dr. Finiaty Raynelda M, Dokter Residen Kebidanan dan 
Kandungan RSUD Pangkep, korban ALFINA SAHARUDDIN alias FINA BINTI 
SAHARUDDIN dinyatakan hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 32 minggu 
1 hari;------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Perbuatan terdakwa KAHARUDDIN alias KAHAR bin ABD SALAM 
sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 
2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak.48 
 
Kasus perkara Delik Pemerkosaan Anak dengan nomor register perkara 
1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj, yang dilakukan oleh terdakwa Anak Muhammad 
Ifdal Bin Kaharuddin  oleh Jaksa Penutut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan 
Tunggal yaitu jenis dakwaan yang terdakwanya didakwa dengan satu perbuatan 
saja, tanpa di ikuti dakwaan-dakwaan lain atau tanpa alternatif dakwaan lainnya. 
Menimbang, bahwa Anak dajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum 
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 
                                                     







-Bahwa anak MUHAMMAD IFDAL BIN KAHARUDDIN bersama 
dengan KAHARUDDIN alias KAHAR BIN ABD SALAM (Penuntutan diajukan 
terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar jam 13.00 Wita atau 
setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 bertempat di rumak kos 
nya di jl. Poros Makassar-pare Kel. Samalewa Kec. Bungoro Kab. Pangkep atau 
setidak-tidakya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri 
Pangkep, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak 
(Alfina alias Fina binti saharuddin umur 16 tahun) melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengn orang lain,dimana perbuatan oleh anak dengan cara 
sebagai berikut: 
- Berawal pada saat korban Alfina Saharuddin alias Fina binti Saharuddin melihat 
Sdr. RANI ditelpon oleh Sdr. KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN ABD. 
SALAM (Penuntutannya di ajukan terpisah) untuk bertemu di depan salon Santi 
kemudian korban bersama dengan Sdr. RANI pergi menuju salon Santi setelah 
sampai disana ternyata Sdr. Kaharuddin alias Kahar bin Abd. Salam tidak berada 
ditempat tersebut lalu korban meminta Sdr. RANI untuk mengantarnya pulang 
namun Sdr. RANI membawa korban ke rumah kos milik Anak Muhammad Ifdal 
bin Kaharuddin; 
- setelah sampai di rumah kos, korban pergi ke toilet setelah itu korban 
mendatangi Rani dan meminta untuk mengantarnya pulang tiba-tiba datang Sdr. 
Kaharuddin alias Kahar Bin Abd. Salam dan menarik korban sampai didepan 
kamar kos lalu Sdr. Kaharuddin Alias Kahar Bin Abd. Salam memberi korban 
minuman sirup Jita dan korban duduk didepan kamar kos sambil meminum 
minuman tersebut dan melihat Sdr. Haruddin Alias Kahar Bin Abd. Salam, Sdr. 
Kadir dan Anak Muhammad Ifdal Bin Kharuddin juga sedang meminum 
minuman tersebut di dalam kamar.Kemudian Sdr. Kaharuddin alias Kahar Bin 
Abd. Salam menarik tangan korban masuk kedalam kamar kos dan korban melihat 
Sdr. Kadir keluar dari kamar kos sehingga yang berada dalam kamar kos pada saat 
itu hanya korban, Sdr. Kaharuddin Alias Kahar Bin Abd. Salam dan Anak 
Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin.Kemudian Sdr. Kaharuddin Alias Kahar Bin 
Abd. Salam memaksa membuka celana dalam korban akan tetapi korban berusaha 
menolak tapi Sdr. Kaharuddin Alias Kahar Bin Abd. Salam tetap memaksa korban 
kemudian korban berlari untuk membuka kunci pintu kamar akan tetapi korban 
tidak bisa membukanya karena kunci kamar tersebut sangat tinggi lalu Sdr. 
Kaharuddin Alias Kahar Bin Abd. Salam kembali menarik tangan korban dan 
memaksa korban berbaring setelah korban berbaring Sdr. Kaharuddin Alias Kahar 
Bin Abd.Salam menaikkan rok korban sampai diperut korban dan Sdr. 
Kaharuddin Alias Kahar Bin Abd. Salam berada diatas kepala korban sambil 





langsung membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam 
kelamin korban sambil di goyang-goyangkan sehingga korban merasan sakit pada 
kelaminnya dan korban berusaha berteiak namun tidak ada orang membantunya 
lalu kurang lebih sekitar 1 (satu) menit Anak Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin 
mencabut kelaminnya dan mengeluarkan spermanya dilantai; 
- Akibat perbuatan Anak Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin korban Alfina 
Saharuddin alias Fina Binti Saharuddin berdasarkan Visum Et Repertum RSUD 
Pangkep Nomor: 032/RSUA/ER.5.5/XI/2016 yang di tandatangani oleh dr. 
Finianty Raynelda M dengan hasil pemeriksaan kehamilan tunggal, hidup dengan 
posisi kepala bayi dibawah, kehamilansesuai dengan usia 32 minggu 1 hari;--------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Perbuatan terdakwa sebagaman diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat 
(1) UU RI No.35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak.49 
 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, dari 
keterangan saksi-saksi, maupun dari terdakwa sendiri, dan beberapa barang bukti 
yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maka sampailah kepada pembuktian 
mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dakwakan, yakni pasal 81 ayat (1) UU 
RI No.35 tahun 2014 perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak. 
Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-unsur yang terkandung dalam 
pasal 81 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlndungan anak adalah sebagai 
berikut: 
1. Setiap orang; 
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa Anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau denagn orang lain; 
                                                     






Bahwa mengenai unsur ke-1 yang dimaksud dengan “setiap orang” di 
dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun 
peremuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu 
bertanggungjawab atas segala perbuatannya; 
Bahwa terdakwa Kaharuddin alias Kahar Bin Abd.Salam adalah laki-laki 
berusia 18 tahun, dewasa yang sehat akal pikirannya, sehingga jika dipandang dari 
segi hukum, dinyatakan mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya. Dan bahwa dari pengamatan Hakim selama berlangsungnya 
pemeriksaan perkara ini, ternyata Anak Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin yang 
meskipun berusia 17 tahun atau belum dewasa yang sehat akal pikirannya, 
sehingga jika dipandang dari segi hukum, ternyata Anak dinyatakan mampu dan 
cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Bahwa dalam perkara pidana ini adalah Kaharuddin alias Kahar Bin Abd. 
Salam dan Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin, yang dinyatakan sebagai pelaku 
tindak pidana yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi 
mamupun Terdakwa dan Anak sendiri ternyata sesuai identitasnya; 
Bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah 
menurut hukum; 
Terhadap unsur ke-2 menimbang bahwa unsur ini bersifat  alternatif 
sehingga apabila telah terbukti salah satu dari unsur elemen kekerasan atau 
ancaman kekerasan memaksa telah terpenuhi salah satu perbuatan sebagaimana 





Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut pasal 89 KUHP 
adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, 
yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu cara yang dipakai oleh 
pelaku perbuatan dengan jalan mengatakan bahwa pelaku akan menggunakan 
sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakkan kepada korban 
jika korban tidak mau menuruti kehendak pelaku, atau dapat pula menggunakan 
ucapan atau kata-kata kasar yang dapat menciutkan nyali korban sehingga korban 
menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku 
benar-benar akan menimpa dirinya jikalau tidak menuruti kehendak pelaku; 
Bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu keadaan yang 
sedemikian rupa yang diciptakan oleh pelaku terhadap korban agar korban dapat 
melayani pelaku yang mana sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku 
serta korban tersebut bukanlah atas dasar kemauan atau kerelaan korban untuk 
melayani kehendak pelaku; 
Bahwa yang dimaksud dengan “Anak” pasal 1 angka 1 Undang-undang 
No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang N0. 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun 
termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa korban ALFINA 
SAHARUDDIN ALIAS FINA BINTI SAHARUDDIN lahir pada tanggal 26 
Januari 2001 dan masih duduk di SMP 3 Bungoro  atau baru berusia sekitar 15 
(lima belas) tahun, sesuai Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 10 Juni yang 





korban ALFINA SAHARUDDIN ALIAS FINA BINTI SAHARUDDIN masih 
termasuk dalam pengertian “Anak”; 
Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa Kahar, 
dan keterangan terdakwa Anak Ifdal yang diajukan dalam persidangan terhubung 
dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 3 Juni 
2016 sekitar pukul  13.00 Wita di Jalan poros Makassar-pare kelurahan Samalewa 
tepatnya di rumah kost anak ifdal, telah terjadi persetubuhan antara terdakwa 
Kahar dengan korban Fina dan Anak Ifdal dengan Korban Fina. Dan kemudian 
pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2016 sekitar pukul 14.00 Wita  di Terminal 
Bungoro kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep telah terjadi persetubuhan 
antara terdakwa Kahar dengan Korban Fina. Persetubuhan dilakukan dengan 
kekerasan dan paksaan. 
Bahwa dengan cara-cara tersebut diatas, demikian pula unsur “Dilarang 
melakukan kekerasan atau ancama kekerasan memaksa Anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” terpenuhi secara sah menurut 
hukum.50 
3. Amar Putusan  
Dalam Perkara Nomor 6/Pid.B/2017/PN.PKJ, berdasarkan tuntutan dari 
Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN ABD. SALAM 
bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 
                                                     






35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak;------------------------------------------------------- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) 
tahun;---------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa denda sebesar Rp. 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;---------- 
4. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar baju putih seragam sekolah; 
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar mini set warna hitam; 
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris; 
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar rompi sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
Dipergunakan dalam perkara Anak MUHAMMAD IFDAL BIN 
KAHARUDDIN; 
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua 
ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana 
tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 






1. Menyatakan terdakwa KAHARUDDIN ALIAS KAHAR BIN ABD. SALAM 
tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak 
melakukan persetubuhan dengannya; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan 
pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar baju putih seragam sekolah; 
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar mini set warna hitam; 
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris; 
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar rompi sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
Dipergunakan dalam perkara Anak MUHAMMAD IFDAL BIN 
KAHARUDDIN; 
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
2.000,00 (dua ribu rupiah); 
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut 
Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri 





dari akta permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/2017/PN Pangkajene, dan 
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada 
Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2017 dan kepada terdakwa tanggal 24 Maret 
2017; maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan: 
    M E N G A D I L I : 
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum 
tersebut; 
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 6/Pid.B/2017/PN 
PKJ, tanggal 15 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut; 
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurungkan seluruhnya dari Pidana 
yang dijatuhkan kepadanya; 
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 
- Membebankan kepada Terdakwa  untuk membayar biaya perkara ini dalam 
kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  sebesar Rp. 
5.000,00 (lima ribu rupiah);51 
Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PKJ, berdasarkan 
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Menyatakan Anak MUHAMMAD IFDAL BIN KAHARUDDIN melakukan 
tindak pidana “PERSETUBUHAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana 
dalam pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak; 
                                                     






2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) 
tahun dan denda Rp. 2.500.000.000,00 Subsidair 2 (dua) bulan kurungan; 
3. Menyatakan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar baju putih seragam sekolah; 
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar mini set warna hitam; 
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris; 
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar rompi sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
Dikembalikan kepada saksi korban ALFINA SAHARUDDN ALIAS FINA 
BINTI SAHARUDDIN; 
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu 
rupiah; 
M E N G A D I L I : 
1. Menyatakan Anak MUHAMMAD IFDAL BIN KAHARUDDI tersebut diatas, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak 
melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan mengikuti pelatihan kerja yang 
diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten 





3. Menetapkan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) lembar baju putih seragam sekolah; 
- 1 (satu) lembar rok sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar mini set warna hitam; 
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam putih bergaris; 
- 1 (satu) lembar jilbab warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar rompi sekolah warna abu-abu; 
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
Dikembalikan kepada saksi korban ALFINA SAHARUDDN ALIAS FINA 
BINTI SAHARUDDIN; 
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 
(dua ribu rupiah).52 
4. Pertimbangan Hakim 
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan 
Jaksa Penuntut Umum, keterangan para Saksi yang hadir dalam persidangan, 
keterangan terdakwa, alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, serta 
syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara Nomor 6/Pid.B/2017/PN.PKJ,yakni: 
1. Mempertimbangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 
bulan Juni 2016 dan hari Minggu tanggal 5 Juni 2016; 
                                                     






2. Bahwa terdakwa dalam melakukan keinginannya untuk menyutubuhi Korban 
ALFINA SAHARUDDIN ALIAS FINA BINTI SAHARUDDIN dilakukan 
dengan kekerasan dan paksaan; 
3. Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama terdakwa; 
4. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan 
telah dibenarkan oleh terdakwa; 
5. Hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Registrasi 
Nomor PDM-11/PANGKEP/Euh.2/12/2016 tertanggal 6 Maret 2017; 
6. Hakim mempertimbangkan bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut 
terdakwa mengajukan keberatan; 
7. Hakim mempertimbangkan keterangan dari Saksi-saksi yang telah memberikan 
keterangan dibawah sumpah; 
Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum 
telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang 
ditentukan dalam Undang-undang maka permintaan banding secara formal dapat 
diterima; 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi 
mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara berupa salinan putusan 
Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 15 Maret 2017 Nomor 
6/Pid.B/2017/PN.PKJ termasuk berita acara sidang, dimana Majelis Hakim 
Tingkat pertama menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Pertimbangan Hukum dimaksud 





menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar telah tepat dan 
penerapan hukumnya sudah benar oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut 
diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan 
Tinggi; 
Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri 
terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000 
(seratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana 
kurungan selama 3 (tiga) bulan, Pengadilan Tinggi sependapat  dengan pdana 
tersebut; 
Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan pengadilan Negeri 
Pangkajene, tanggal 15 Maret 2017 Nomor 6/Pid.B/2017/PN.PKJ, dapat 
dikuatkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan 
yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 
kepadanya; 
Menimbang, bahwa oleh sampai saat ini terdakwa masih ditahan maka 
kepadanya diperintahkan untuk tetap di tahan; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua 
tingkat peradilan.53 
Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap perkara Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN.PKJ,yakni: 
                                                     






1. Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juni 
2016; 
2. Hakim mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan 
kepada Anak, dengan memeriksa berkas perkara atas nama terdakwa anak 
Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin; 
3. Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum; 
4. Hakim mempertimbangkan bahwa anak dalam melakukan perbuatannya yang 
berusaha Menyetubuhi anak Korban dilakukan dengan paksaan; 
5. Hakim mempertimbangkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni Pasal 71 Ayat (3); 
6. Hakim mempertimbangkan bahwa Anak di dalam persidangan melalui 
Penasehat Hukumnya mengajukan Permohonan secara Lisan yang pada 
pokoknya memohon Keringanan Hukuman yang akan dijatuhkan Hakim; 
7. Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak Menemukan hal-hal yang 
dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan 
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan 
perbuatannya; 
8. Menimbang bahwa dikaitkan dengan Tempus Delicti ternyata Anak masih 
berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian, atau dengan kata lain masih 
berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan di atas 12 (dua belas) tahun, 
sehingga Anak sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dikualifikasikan sebagai Anak yang berkonflik dengan 





9. Hakim dalam Putusannya mempertimbangkan laporan penelitian 
kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan; 
10. Menimbang bahwa terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, Hakim 
berpendapat bahwa meskipun masih berada dalam kategori anak karena masih 
berusia 17 (tujuh belas) tahun saat melakukan tindak pidana, yang mana Anak 
sebagai seorang yang usianya lebih dewasa seharusnya melindungi anak-anak 
yang ada disekitarnya, termasuk juga dalam hal ini anak korban yang masih 
kecil dan bukannya memanfaatkan anak korban tersebut demi kepuasan 
dirinya, sehingga sudah sepatutnya Anak dapat lebih matang dalam berpikr 
mengambil tindakan; 
11. Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada 
diri Anak sebagaimana yang akan disebutkan: 
Keadaan Yang Memberatkan: 
- Bahwa yang dilakukan Anak merupakan perbuatan yang tidak dapat 
dimaafkan; 
- Bahwa perbuatan Anak berpeluang mendatangkan keresahan bagi 
masyarakat khususnya orang yang memiliki anak perempuan; 
- Bahwa perbuatan Anak dapat mendatangkan aib bag keluarga anak korban; 
- Perbuatan Anak telah merusak masa depan anak korban ALFINA 
SAHARUDDIN ALIAS FINA BINTI SAHARUDDIN; 
Keadaan Yang Meringankan: 
- Bahwa Anak berterus terang mengenai perbuatannya; 





- Bahwa Anak merupakan seorang anak yang masih membutuhkan 
bimbingan orang tuanya; 
- Bahwa Anak masih berusia muda sehingga besar harapan dapat 
memperbaiki sikap dan tingkah lakunya di kemudian hari; 
- Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan demi meraih masa 
depannya; 
- Bahwa Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya; 
Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana 
yang dijatuhkan sudah sesua dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan 
dengan rasa keadilan masyarakat; 
Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah 
dibebani pula untuk membayar biaya perkara.54 
5. Analisis Penulis 
Berdasarkan posisi kasus Pemerkosaan yang dialami oleh anak korban 
Alfina Saharuddin alias Fina Binti Saharudin yang menjerat dua orang pelaku 
yakni Kaharuddin alias Kahar Bin Abd Salam dan Muhammad Ifdal Bin 
Kaharuddin sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum,dan Pertimbangan Hakim 
dalam putusannya telah memenuhi unsur dan syarat di Pidananya pelaku. Hal ini 
didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana barang bukti yang 
diajukan oleh Penuntut Umum termasuk di dalamnya keterangan Saksi, dan 
keterangan terdakwa saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 
                                                     






Melihat dakwaan yang di dakwakan oleh Jaksa kepada para pelaku 
didakwa dengan pasal yang sama yakni terancam pasal 81 ayat (1) UU 
Perlindungan Anak, yang dimana batas minimum hukumnnya adalah 5 (lima) 
tahun dan maksimum 15 (lima belas tahun) penjara. Namun dalam penjatuhkan 
tuntutan, Jaksa Penuntut umum membedakan tuntutan kepada para terdakwa 
yakni kepada terdakwa Kahar di tuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 
sedangkan kepada terdakwa Ifdal dituntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 
Hal ini bila berpatokan pada pasal 81 Ayat (1) tersebut tidak sesuailah dengan 
tuntutan yang di jatuhkan oleh penuntut umum kepada terdakwa Ifdal namun, 
Jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan tuntutan bersifat subjektif berdasarkan 
fakta di persidangan bahwa terdakwa Ifdal merupakan anak di bawah umur dan 
memerhatikan ketentuan dalam pasal 79 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.11 
tahun 2012 bahwa Pidana Penjara yang di Jatuhkan terhadap anak paling lama ½ 
(satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang 
dewasa. Yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang 
dewasa” dalam penjelasan pasal 79 Ayat (2) tersebut adalah maksimum ancaman 
pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan 
dalam KUHP atau undang-undang lain termasuk UU Perlindungan anak. 
Kemudian, batas minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak jadi 
Penuntut Umum dalam menjatuhkan tuntutan berupa Pidana penjara selama 1 
(satu) tahun kepada terdakwa Ifdal karena hal tersebut diatas dan seperti yang 
penulis katakan bahwa Penuntut umum dalam menuntut, mempetimbangkan 





seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa demi 
mencerminkan keadilan. 
Dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah 
membenarkan adanya persetubuhan yang dialami oleh korban Alfina, termasuk 
keterangan korban sendiri. Namun, pada keterangan saksi Kaharuddin alias Kahar 
Bin Abd Salam tidak mengakui perbuatann tersebut. Dalam keterangan saksi 
Kahar yang juga sebagai terdakwa, pada intinya mengatakan bahwa ia tidak 
melakukan persetubuhan terhadap  saksi korban Alfina melainkan hanya 
merangsangnya dengan mencium dan memeluknya, namun keterangan tersebut 
dibantah oleh saksi Muhamad Ifdal Bin Kaharuddin yang juga merupakan 
terdakwa, saksi ifdal megatakan bahwa ada yang tidak benar dalam keterangan 
saksi Kahar yakni saksi Kahar benar bersetubuh dengan saksi Korban Alfina. 
Dalam hal ini, terdakwa Kahar tidak jujur dan tidak mau mengakui perbuatannya 
terhadap Korban di hadapan Majelis Hakim dalam persidangan, dimana sikap 
pelaku menjadikan hal tersebut menjadi hal yang memberatkannya dalam 
persidangan. 
Sesuai dengan perkataan salah satu Hakim yang memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut, yakni Bapak Fajar Pramono, SH., MH  selaku Hakim 
Anggota, Karena Hakim Ketua, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut 
telah pindah tugas ke PN Depok pada saat penulis melakukan penelitian, beliau 
mengatakan bahwa: dalam memeriksa perkara Pidana, Hakim berpegang pada apa 
yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berusaha mencari 





dalam persidangan. Beliau juga mengatakan bahwa sikap dan perilaku Terdakwa 
selama proses persidangan menjadi pertimbangan sendiri bagi hakim, karena akan 
menjadi hal meringankan dan memberatkan terdakwa diantaranya sikap jujur, 
mengaku bersalah, bersikap sopan, sikap penyesalan yang mendalam terhadap 
perbuatannya, dan sebagainya.55 
Kemudian dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, hakim 
berpendapat berdasarkan pada perspektif restoratif justicedan memandang 
penjatuhan pidana bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa serta 
tidak hanya untuk tujuan kepastian hukum semata, namun harus diselaraskan 
dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan umum. Hakim juga mengatakan bahwa 
tujuan di jatuhkannya pidana kepada para terdakwa yakni agar terdakwa 
kedepannya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan tidak melakukan tindak 
pidana lagi.56 
Dari penjelasan diatas tersebut, apa yang dilakukan Saksi terdakwa 
Kahar dapat memberatkannya di mata Majelis Hakim, dimana ia tidak mau 
mengakui perbuatannya padahal ia jelas- jelas melakukan persetubuhan kepada 
saksi Korban dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan. Saksi kahar justru melakukan persetubuhan terhadap Korban sebanyak 
tiga kali sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi 
terdakwa lain yakni Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin yang ikut serta melakukan 
tindak pidana tersebut, dan dibenarkan oleh korban sendiri. 
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Kemudian dalam keterangan saksi terdakwa Muhammad Ifdal Bin 
Kaharudidin, ia mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah di hadapan majelis 
Hakim dan mengatakan bahwa ia menyesali perbuatannya tersebut. 
Menurut penulis, dengan melihat sanksi pidana yang dijatuhkan kepada 
para terdakwa dimana sanksi yang diberikan majelis hakim yaitu  kepada 
terdakwa Kaharudin alias Kahar Bin Abd Salam dengan Pidana Penjara selama 5 
(lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) diganti 
dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan apabila denda tidak dibayar;  dan kepada 
terdakwa Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin dengan pidana penjara selama 10 
(sepuluh) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan belum tepat, 
penulis tidak merasa puas dengan penjatuhan putusan tersebut, Perbuatan para 
terdakwa  sangat merugikan korban karena menjadi aib bagi keluarga korban dan 
merusak masa depan korban mengingat korban masih seorang anak dibawah umur 
yang masih bersekolah, walaupun para pelaku juga merupakan seorang yang 
masih bersekolah, namun dalam hal ini penulis melihat sisi kerugian yang dialami 
oleh korban yaitu korban telah hamil akibat dari perbuatan para pelaku dan korban 
telah melahirkan anak dari hasil perkosaan tersebut dan harus menjadi seorang ibu 
di usia yang masih belia yang bukan merupakan hal yang mudah baginya karena 
korban merupkan  seorang anak yang masih bergantung kepada kedua orang 
tuanya, hal ini akan menjadi beban bagi keluarga korban. 
Selain itu, penulis juga sangat menyayangkan atas tuntutan yang 
dijatuhkan kepada para terdakwa, Penuntut umum menuntut terdakwa Kahar 





tahun penjara karena tuntutan 5 (lima) tahun penjara menurut penulis terlalu 
ringan melihat perbuatan terdakwa kepada korban. Penuntut umum seharusnya 
menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Kahar paling tidak yaitu ½ dari batas 
maximum pasal yang didakwaan kepadanya yakni ½ dari 15 (lima belas tahun) 
penjara yakni sekitar 8 (delapan) tahun penjara, agar pidana yang dijatuhkan 
kepadanya tidak tepat batas minimum hukuman dari pasal yang didakwakan. 
B. Ketentuan Hukum Tentang Sanksi Pemerkosaan Bagi Pelaku Dewasa dan 
Pelaku Anak 
Dalam perkara Pidana Nomor 6/Pid.B/2017/PN.PKJ yang dimana 
pelakunya adalah Kaharuddin alias Kahar Bin Abd Salam lahir pada tanggal 7 
April 1998 di Kampung Panjemma, Desa Kassi loe, Kecamatan Labakkang, 
Kabupaten Pangkep adalah seseorang yang berusia 18 ( delapan belas) tahun, 
dimana seseorang yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun, akan dianggap 
dewasa oleh Hukum. Mengingat dalam UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni 
dalam pasal 1 Ayat (1) dikatakan bahwa, Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Dari penjelasan  tersebut kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan sebagai seorang  anak, maka 
seseorang yang telah genap berusia 18 (delapan belas tahun) akan dikategorikan 
sebagai seorang yang dewasa walaupun tidak ada penjelasan secara jelas dalam 
UU mengenai pengertian dewasa tersebut. Dalam hal ini batas seseorang mulai 





walaupun hanya lewat sebulan ataupun dua bulan semenjak ia menginjak usia 
tersebut, sama halnya dengan yang di alami oleh Kaharuddin alias Kahar Bin Abd 
Salam yang dimana pada saat melakukan tindak pidana ia baru saja 2 bulan 
menginjak usia 18 (delapan belas) tahun.  
Seseorang yang dewasa ialah seseorang yang dianggap telah matang 
dalam berpikir dan mengambil tindakan. Dalam hal ini, Kaharuddin alias Kahar 
Bin Abd Salam terbukti telah melakukan Tindak Pidana Kejahatan terhadap 
Kesusilaan yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 
35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak yang berbunyi “Setiap Orang Dilarang Melakukan Kekerasan 
atau Ancaman Kakerasan  Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya 
atau dengan orang lain”. Unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti bahwa 
Kaharuddin alias Kahar Bin Abd Salam memang benar telah melakukan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa seorang Anak yakni Korban 
ALFINA SAHARUDDIN ALIAS FINA BNTI SAHARUDDN yang berusa 16 
tahun melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur-unsur 
dalam pasal tersebut sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur pertama yakni 
unsur “Setiap orang”, dalam Hukum Pidana berarti manusia baik laki-laki maupun 
perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu 
bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Kaharuddin alias Kahar Bin Abd 
Salam adalah seorang laki-laki yang berusia 18 (delapan belas) tahun yang sehat 
akal pikirannya, mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan 





unsur kedua yakni unsur “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” 
merupakan unsur yang bersifat Alternatif yaitu apabila telah terbukti salah satu 
dari unsur elemen kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa telah terpenuhi 
salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud unsur tersebut maka dianggap telah 
terpenuhi. Dalam kasus Pemerkosaan yang dialami oleh anak korban Alfina 
Saharuddin alias Fina Binti Saharuddin, pelaku Kaharuddin alias Kahar Bin Abd 
Salam telah terbukti melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara 
Kekerasan yakni memukul belakang korban, kemudian ancaman kekerasan berupa 
ancaman membunuh yang dilontarkan pelaku Kahar terhadap korban Alfina 
apabila tidak menuruti keinginannya. Hal ini terbukti berdasarkan keterangan para 
Saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Maka unsur ke-dua 
pun  telah terpenuhi sah menurut hukum.  
 Aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi 
Kejahatan tersebut diatas diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 
perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
khususnya dalam Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).  Maka dari itu, 
tepatlah Pidana yang dijatuhkan kepada Pelaku Kaharuddin alias Kahar Bin Abd 
Salam yang telah Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa 





persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dimana Hakim Pengadilan 
Negeri Pangkajene menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara selama 5 (tahun) 
dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan 
apabila denda tersebut tidak terbayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 
(tiga) bulan, dan telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar 
pada tahap Banding. 
Selanjutnya, dalam perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017Pn.pkj 
yang pelakunya adalah Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin lahir pada tanggal 15 
Januari 1999 di Pulau Dewakang Lompo, Kab.Pangkep adalah seseorang yang 
berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang di kategorikan sebagai Anak menurut hukum, 
berdasarkan Pengertian anak dalam UU perlindungan anak. Anak Ifdal dalam 
perkara ini telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yakni 
Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (Alfina 
Saharuddin alias Fina Binti Saharuddin, umur 16 tahun) melakukan persetubuhan 
dengannya atau dengan orang lain, yang dimana dilakukan bersama dengan 
Kaharuddin alias Kahar Bin Abd Salam yang berkas perkaranya diproses secara 
terpisah. Anak Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin telah di dakwa dan dituntut oleh 
Penuntut Umum berdasarkan pasal 81 Ayat (1) UU No.35 tahun 2014 perubahan 
atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya telah 
terbukti sah menurut hukum.  
Anak Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin dikategorikan sebagai anak yang 
berkonflk dengan hukum, hal ini sesuai dengan penjelasan tentang anak dalam 





yang berbunyi “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.57 
Aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi 
kejahatan tersebut (dalam hal ini pelaku Anak) diatur dalam UU No.35 tahun 
2014 perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam 
pasal 81 Ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam 
UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena mengingat 
pelaku adalah anak yang masih di bawah umur. Penjatuhan pidana terhadap 
pelaku dewasa dan pelaku anak (dalam hal pemerkosaan) harus di bedakan karena 
anak adalah seseorang yang belum matang dalam berpikir dan masih 
membutuhkan bimbingan dari orang tuanya, meskipun begitu tidak akan 
menghapus pertanggungjawaban atas perbuatannya. Hakim dalam memutus 
perkara anak harus mempertimbangkan banyak hal, dan mempertimbangkan 
laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.Hal ini 
berdasarkan aturan dalam pasal 60 Ayat (3) UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Dalam pasal 81 Ayat (1) UU No.35 tahun 2014 perubahan atas UU 
No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di katakan bahwa sanksi terhadap 
Kejahatan tersebut diatas adalah Pidana Penjara Paling Singkat 5(lima) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 
(lima milyar rupiah). Akan tetapi sanksi tersebut hanya bisa di jatuhkan kepada 







pelaku dewasa, sebagai gantinya pelaku anak akan ditempatkan dalam balai 
pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan dalam pasal 71 Ayat (3) UU No.11 tahun 
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “apabila dalam hukum 
materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda 
diganti dengan pelatihan kerja”, kemudian masalah penjara anak, anak tidak 
ditempatkan dipenjara orang dewasa melainkan akan ditempatkan di Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat 
LPKA, maka Anak dapat ditempatkan di lembaga Pemasyarakatan yang 
penempatannya terpisah dari orang dewasa, hal ini bertujuan untuk menghindari 
anak mendapat pengaruh buruk selama dipenjara. 
Mengenai penempatan Anak yang di hukum pidana yang dipisahkan dari 
orang dewasa, lembaganya disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). 
Di dalam Lapas Anak, anak tersebut akan digolongkan berdasarkan umur, jenis 
kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai 
dengan kebutuhan atau dalam rangka pembinaan.58 
C. Perasaan Keadilan Masyarakat Mengenai Sanksi yang diberikan 
Terhadap Pelaku Pemerkosaan dalam Putusan Perkara 
N0.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj 
Mengenai perasaan keadilan Masyarakat terhadap sanski yang diberikan 
kepada para pelaku/terdakwa pemerkosaan dalam putusan perkara yang 
disebutkan diatas, penulis melakukan beberapa perbincangan serta mengajukan 
beberapa pertanyaan kepada narasumber yang penulis anggap bahwa dapat 








mewakili perasaan masyarakat tersebut. Penulis melakukan wawancara dan 
berbicara kepada narasumber yang pada dasarnya adalah dari kalangan perempuan 
terutama anak-anak remaja dan membahas tentang masalah yang sedang dibahas. 
Penulis memilih dari kalangan perempuan karena penulis harap dapat 
mewakili perasaan korban sebagai seorang perempuan yang menjadi korban 
pemerkosaaan. Dalam hal ini penulis tidak dapat beremu langsung dan melakukan 
perbincangan dengan korban karena ada beberapa hal yang penulis pertimbangkan  
seperti rasa trauma yang di alami korban mungkin masih sangat membekas di 
ingatannya yang tidak ingin ia ceritakan kepada orang lain karena merupakan aib 
baginya, dan mengingat bahwa korban sendiri pun tidak berani berbicara kepada 
keluarganya bahwa ia megalami kejadian tersebut pada awalnya sehingga korban 
hanya memendamnya sendiri sampai temannyalah yang mengadu kepada keluarga 
korban atas apa yang di alami korban. Kemudian penulis mempertimbangkan 
situasi korban saat ini yang tidak memungkinkan untuk di tanyai tentang masalah 
tersebut mengingat korban telah melahirkan anak dari hasil pemerkosaan yang di 
alaminya, sungguh tidak mudah baginya untuk membahas hal tersebut, penulis 
khawatir bahwa korban akan merasa terganggu bila di tanyakan hal yang di 
alaminya tersebut dan akan mempengaruhi mental korban, mengingat korban juga 
merupakan seorang anak di bawah umur.Selain itu, penulis ingin menjaga privasi 
korban dan keluarga korban karena Sebagai seorang perempuan, penulis 





Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu mempersilahkan kepada para 
Narasumber untuk membaca gambaran besar posisi kasus dan amar putusan 
Hakim kemudian, narasumber mengutarakan pendapatnya. 
Dari narasumber pertama, setelah mengamati cerita yang ada dimulai 
dari keterangan para saksi kemudian dakwaan penuntut umum dan sampai kepada 
putusan Hakim, mengatakan bahwa kejadian diatas tersebut seperti kejadian yang 
direncanakan sebelumnya karena mengingat pada saat sebelum kejadian teman 
korban bernama Rani ditelfon dan diajak bertemu oleh terdakwa pertama yakni 
Kaharuddin alias Kahar bin Abd Salam, kemudian masalah kamar mandi yang 
terkunci dari luar, sampai korban berteriak tidak masuk akal apabila tidak ada 
yang mendengarnya. Dan setiap saat hari kejadian terjadi, korban selalu bersama 
dengan Rani namun pada kejadian yang di Terminal Bungoro Pangkep, Rani pergi 
memebeli air Mineral yang kembali setelah kejadian keji itu terjadi pada korban 
Fina Simpulannya, mengapa Rani membeli Air selama itu dan kembali saat 
setelah kejadian terjadi. Kemudian masalah Korban Fina, menurut narasumber 
pertama berpendapat bahwa korban seperti anak nakal yang sudah biasa 
melakukan hal tersebut sebelumnya karena mengapa korban setelah kejadian tidak 
meronta minta pulang kepada temannya melainkan duduk sambil minum 
minuman yang diberikan oleh terdakwa sehingga memancing kejadian terjadi lagi 
setelah kejadain ditoilet yaitu kejadian di dalam kamar kost yang dilakukan oleh 
dua pelaku yakni Kaharuddin alias Kahar Bin Abd Salam dan Muhammad Ifdal 
Bin Kaharuddin. Terlepas dari diancamnya korban, jika memang korban merasa 





menangis meminta pulang kepada Rani atau bahkan pulang sendiri jika tidak ada 
yang mau mengantarnya pulang. Namun terlepas dari semua itu, narasumber juga 
merasa kasihan kepada korban karena masih merupakan seorang anak sehingga 
narasumber tidak merasa puas terhadap hukuman yang dijatuhi kepada terdakwa 
Kahar yakni 5 (tahun) penjara karena berdasarkan dakwaan penuntut umum dan 
keterangan korban, terdakwa Kahar sudah sering melakukan hal tersebut 
sebelumnya terlebih lagi karena ia menyimpan barang yang tidak seharusnya 
disimpan oleh seorang siswa apalagi belum menikah. Hal ini membuktikan bahwa 
terdakwa Kahar adalah seorang yang pengalaman tentang persetubuhan, di 
khawatirkan akan banyak anak perempuan yang telah dan akan menjadi 
korbannya entah itu yang di pacarinya maupun tidak. Oleh karena itu, narasumber 
sangat geram terhadap terdakwa Kahar.59 
Kemudian narasumber kedua mengatakan bahwa merasa sangat kasihan 
dan prihatin terhadap apa yang dialami oleh korban apalagi korban merupakan 
seorang siswi yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, mengalami kejadian 
seperti itu sunguh tidak mudah apalagi harus menanggung beban dan rasa malu, 
belum lagi harus putus sekolah yang menghancurkan masa depan korban. 
Narasumber merasa tidak terima atas apa yang dilakukan para pelaku, terlebih 
kepada pelaku Kahar yang memaksa korban bersetubuh sebanyak 3 (tiga) kali 
sampai mengancam akan membunuh korban.Selain itu pelaku Kahar juga 
menawari temannya untuk menyetubuhi korban. Perbuatan korban sangat jahat 
dan tidak dapat dimaafkan, yang membuat narasumber merasa tidak puas dengan 
                                                     





pidana yang di jatuhi kepada pelaku. Seharusnya pelaku bertanggungjawab atas 
perbuatannya karena korban telah hamil karena kejadian tersebut. Sungguh berat 
bagi korban untuk membesarkan seorang anak hasil pemerkosaan yang tidak 
memiliki seorang yang bertanggungjawab kepadanya. Belum lagi rasa malu yang 
ditanggung korban dan keluarga korban serta beban yang tanggung oleh orang tua 
korban.60 
Dari dua pendapat narasumber diatas, penulis berkesimpulan bahwa 
kedua narasumber tidak merasa puas dengan hukuman yang dijatuhi kepada para 
pelaku, dengan mengutarakan alasan yang berbeda namun tetap merasa simpati 
kepada korban. Menurut pendapat penulis sendiri, penulis sependapat dengan apa 
yang dikatakan narasumber pertama yakni mengenai Pelaku Kahar yang 
berpengalaman tentang persetubuhan, karena pelaku menyimpan barang yang 
tidak wajar dimilik oleh seorang siswa/pelajar yakni alat kontersepsi yang biasa 
dikatakan dengan istilah Kondom. Perbuatan pelaku juga sangat tidak pantas 
sebagai seorang pelajar, hal ini ditakutkan dapat mempengaruhi pelajar lain yang 
bergaul dengannya. Dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pergaulan 
remaja, salah satu buktinya ialah Muhammad Ifdal Bin Kaharuddin yang turut 
menjadi pelaku dalam kasus tersebut diatas karena bergaul  dan di pengaruhi oleh 
Kahar. Mengenai Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku, penulis berharap 
para pelaku menyesali perbuatannya, dan selama berada di dalam penjara dapat 
merenungi perbuatan mereka serta dapat belajar menjadi pribadi yang lebih baik 
dan dapat bertanggungjawab kedepannya. 
                                                     





        BAB V 
     PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik 
kesimpulan, yakni: 
1. Dalam kasus tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dalam perkara 
Nomor 6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj yang 
terjadi di wilayah Kabuten Pangkep, sebagaimana diatur dan diancam dalam 
pasal yang sama yakni pasal 81 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Terdakwa 
Kaharuddin alias Kahar Bin Abd Salam dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) 
tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda 
tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan; 
putusan oleh Pengadilan Negeri Pangkajene ini dikuatkan kembali oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat BANDING. Kemudian, 
dengan memperhatikan pasal 60 Ayat (1), Ayat (3) dan pasal 71 Ayat (1) , 
Ayat (3)  UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta 
UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terdakwa Muhammad 
Ifdal Bin Kaharuddin dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan 
pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam memberikan putusan, Hakim 







2. Ketentuan Hukum yang mengatur tentang sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan 
diatur dalam pasal 285 KUHP, namun pasal ini dikenakan kepada pelaku 
apabila korbannya seorang Wanita pada umumnya, yakni sudah dewasa 
maupun sudah Menikah. Kemudian Pemerkosaan juga diatur dalam UU 
perlindungan anak yakni dalam Pasal 81 Ayat (1) yang dimana pasal ini 
dikenakan apabila pelaku maupun korbannya adalah seorang anak dibawah 
umur. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dewasa dan pelaku anak dalam 
perkara tersebut diatas, dibedakan karena dalam perkara anak walaupun 
diancam dengan pasal yang sama dengan pelaku dewasa, namun Hakim dalam 
membuat putusan harus memperhatikan UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem 
peradilan Pidana Anak, bagaimana dan hukuman apa yang akan di jatuhkan 
kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. 
3. Dari keterangan Narasumber yang di dapakan oleh Penulis, dapat disimpulkan 
bahwa sisi keadilan dari Masyarakat terhadap Putusan dalam perkara tersebut 
diatas, tidak memuaskan karena akibat yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap 
korban tidak sebanding dengan hukuman yang didapatkan para pelaku. 
B. Implikasi 
1. Penulis berharap Kepada Majelis Hakim dalam membuat putusan tidak terlalu 
terpatok oleh sikap dan perilaku terdakwa dalam proses persidangan sehingga 
diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat melihat sisi 
keadilan bagi korban.  
2. Sekiranya penulis berharap para orang tua atau wali dapat mengajarkan serta 





moral dan kesopanan secara terus menerus sehingga anak kedepannya dapat 
terhindar dari hal-hal buruk yang tidak diinginkan, Kemudian agar orang tua 
tidak memberikan izin kepada anak bila ingin keluar siang maupun malam 
ketempat yang tidak jelas tanpa ditemani pihak keluarga atau walinya; 
3. Kepada anak-anak dan kaum remaja terkhususnya, penulis berharap agar lebih 
menjaga diri dari pergaulan bebas yg dapat memberikan dampak negatif, 
tinggalkanlah hal-hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat untuk diri, dan  
yang terpenting memperdalam pengetahuan agama untuk membentengi diri 
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